
 

 

 

 

BUPATI PAMEKASAN 

 PERATURAN  

BUPATI PAMEKASAN 

NOMOR 12 TAHUN 2012 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 

 

 Menimbang : a.  bahwa dalam rangka akselerasi penyelesaian pekerjaan yang  

menjadi tugas Pemerintah Daerah  sesuai dengan kebutuhan dan 

situasi yang berkembang  di  masyarakat, perlu melaksanakan 

pergeseran rekening belanja dan penyediaan anggaran tambahan; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4400) ;  

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2049) ; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana 
telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2007 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4540) ;   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502) ;   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503) ; 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4574); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ;  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4593) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741) ; 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165) ; 

29. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikatif Intensif dan Dana Operasional ; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2012 ; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 
Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2006 (LD Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 1, Seri E) 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 
Seri E) ;  

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ; 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ; 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jatim (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ; 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 12 
Seri E) 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ; 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ; 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2008 Nomor 3 Seri D) ; 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 
tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ; 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 
Seri D) ; 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2012 Nomor  Seri A) ; 
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54. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24A Tahun 2011 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita 
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 20A Seri E ); 

55. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 1 Seri A 
); 
 

Memperhatikan:      1.  Surat Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor  
900/197/432.200/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal 
rekomendasi Persetujuan Penambahan Anggaran dan 
Pencairan Mendahului Perubahan APBD Tahun 2012 
Kegiatan Pembangunan Gedung Sport Centre (GSC); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 berjumlah 

Rp. 1.120.966.449.613,91 dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan : 

a. Semula ...................................    Rp.   960.585.940.659,78 

b. Bertambah ..............................    Rp.                             0,00 

    

  Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  ..........................   Rp.  960.585.940.659,78 

 

 

2. Belanja : 

a. Semula ...................................     Rp. 1.119.690.865.613,91 

b. Bertambah ..............................     Rp.        1.275.584.000,00    

 

     Jumlah Belanja Setelah Perubahan ..............................   Rp. 1.120.966.449.613,91 

 

Defisit Setelah Perubahan .............................................   Rp.   160.380.508.954,13 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

1)  Semula ..............................     Rp.     169.499.463.954,13 

2)  Bertambah .........................     Rp.         1.275.584.000,00 

 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan  ......................... Rp.  170.775.047.954,13 
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b. Pengeluaran 

1)  Semula ..............................   Rp. 10.394.539.000,00 

2)  Bertambah .........................   Rp.                            0,00 

 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ........................  Rp.   10.394.539.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto……………………….      Rp.  160.380.508.954,00 

     Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ........ Rp .                          0,00 

 
Pasal 2 

 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Lampiran I  : Ringkasan Penjabaran APBD; dan 
b. Lampiran II : Rincian Penjabaran APBD 
 

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan. 
 

Ditetapkan di Pamekasan 
           pada tanggal  2  April  2012 

BUPATI PAMEKASAN, 
  

 
     
 
 KHOLILURRAHMAN 
 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal  2  April  2012 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 
 
 
  
       
HERMAN KUSNADI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI A  


